
 
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 
NOMOR   54   TAHUN 2023 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK  
JASA ANGKUTAN ORANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa angkutan umum dan angkutan pengumpan 
diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan 
angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau;  

b. bahwa dengan perkembangan pusat-pusat kegiatan baru 
yang menyebabkan berkembangnya pola perjalanan 

masyarakat,  maka perlu diselenggarakannya  trayek  
angkutan umum dan angkutan pengumpan untuk 
perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Banjar; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 
18 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 
Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menjamin 

tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang 
dalam wilayah Kabupaten, sehingga perlu diatur mengenai 

penyelengaaraan angkutan umum untuk jasa angkutan 
orang di Kabupaten Banjar;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penyelengaaraan Angkutan 

Umum untuk Jasa Angkutan Orang;  

  
  

  

 
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan       Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
6856); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6779);  

8. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta 
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);  

9. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2011 tentang 

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);  

10. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2013 tentang 
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5468);  
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11. Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2014 tentang 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah 

dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6642); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal 

Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 133) sebagaiman telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang     Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 
tentang   Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan 
Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN 

ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM  
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain 
pengemudi dan awak kendaraan. 
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4. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari 
satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan 

kendaraan di ruang lalu lintas jalan. 

5. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam 
Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil 
penumpang umum dan mobil bus umum dari suatu tempat 

ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan 
waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran. 

6. Angkutan Perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke 
tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam 

trayek. 

7. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke 

tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak 
bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan. 

8. Angkutan Massal adalah pelayanan angkutan orang dengan 
kendaraan bermotor umum dalam kawasan perkotaan yang 

menggunakan mobil bus dengan kapasitas angkut massal 
dan dilengkapi dengan lajur khusus. 

9. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk 
pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang 
atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan 

perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap 
serta berjadwal atau tidak berjadwal. 

10. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang 
yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, 

termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 
3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 

11. Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan 
orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) 
kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, 

panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak 
melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak 

lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan. 

12. Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan 

orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram 
sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang 
maksimal 9.000 (sembilan ribu) millimeter, lebar tidak 

melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak 
lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan. 

13. Pemberhentian Bus adalah bagian perkerasan jalan 
tertentu yang digunakan untuk pemberhentian sementara 

bus, angkutan penumpang umum lainnya pada waktu 
menaikkan dan menurunkan penumpang. 

14. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum 
yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan 

keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang 
dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan. 
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BAB II 
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 

 
Bagian Kesatu 

Maksud dan Tujuan 
 

Pasal 2 

 
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam 

rangka  memberikan pelayanan angkutan umum yang 

aman dan nyaman kepada masyarakat di Daerah serta 
menunjang layanan angkutan massal. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk 
meningkatkan penggunaan angkutan umum dalam 
mobilitas masyarakat sehari-hari di Daerah dan 

meningkatkan pelayanan angkutan umum bagi 
masyarakat. 

 
Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 

 
Pasal 3  

 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini 
meliputi: 

a. jenis pelayanan Angkutan; dan 

b. Angkutan Massal. 
 

BAB III 
JENIS PELAYANAN ANGKUTAN 

 
Bagian Kesatu 

Umum 

 
Pasal 4 

 

(1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor 
Umum dalam Trayek terdiri atas: 

a. Angkutan Perkotaan; dan 

b. Angkutan Perdesaan. 

(2) Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor 

Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
harus memenuhi kriteria: 

a. memiliki rute tetap dan teratur; 

b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau 
menurunkan Penumpang di Terminal untuk Angkutan 
antarkota; dan 

c. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat 
yang ditentukan untuk Angkutan Perkotaan dan 

Angkutan Perdesaan. 
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(3) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c dapat berupa: 

a. Terminal; 

b. halte; dan/atau 

c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum. 

(4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan 
Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  meliputi: 

a. Mobil Penumpang umum; dan/atau 

b. Mobil Bus umum. 

 
Bagian Kedua 

Angkutan Perkotaan 
 

Pasal 5 

 
(1) Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  4 

ayat (1) huruf a merupakan angkutan penumpang umum 
yang melayani masyarakat dengan Trayek kawasan 
perkotaan. 

(2) Trayek Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas: 

a. Trayek utama; dan 

b. Trayek pengumpan. 

(3) Trayek Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disesuaikan dengan jumlah penduduk pada 
kawasan perkotaan. 

(4) Trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

diselenggarakan dengan kriteria pelayanan meliputi: 

a. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam 

jadwal perjalanan; 

b. melayani Angkutan antar kawasan utama serta antara 
kawasan utama dan pendukung, dengan ciri melakukan 

perjalanan ulang-alik secara tetap;  

c. melayani Angkutan secara terus menerus serta berhenti 
pada tempat untuk menaikkan dan menurunkan 

penumpang yang telah ditetapkan untuk Angkutan 
Perkotaan; dan  

d. menggunakan Mobil Bus Sedang atau Mobil Bus Kecil. 

(5) Angkutan Perkotaan pada Trayek pengumpan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan 

kriteria pelayanan meliputi: 

a. berfungsi sebagai Trayek pengumpan terhadap Trayek 

utama; 
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b. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam 
jadwal perjalanan; 

c. melayani Angkutan pada kawasan pendukung dan 
antara kawasan pendukung dan permukiman; 

d. melayani Angkutan secara terus menerus serta berhenti 
pada tempat untuk menaikkan dan menurunkan 
Penumpang yang telah ditetapkan untuk Angkutan 

Perkotaan; dan 

e. menggunakan Mobil Bus Kecil dan/atau mobil 
Penumpang umum. 

(6) Pelayanan Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(7) Trayek Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 
 

Bagian Ketiga 
Angkutan Perdesaan 

 

Pasal 6 
 

(1) Angkutan Perdesaan sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan Angkutan Penumpang 
umum yang melayani masyarakat dengan Trayek kawasan 

perdesaan. 

(2) Angkutan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut: 

a. mempunyai jadwal tetap; 

b. melayani Angkutan bersifat lambat dengan waktu  

menunggu relatif cukup lama; 

c. melayani Angkutan secara terus menerus serta berhenti 
pada tempat untuk menaikkan dan menurunkan 

Penumpang yang telah ditetapkan untuk Angkutan 
Perdesaan; dan 

d. dilayani dengan Mobil Bus Kecil atau Mobil Penumpang 

Umum. 

(3) Pelayanan Angkutan Perdesaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(4) Trayek Angkutan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam 

pada ayat  (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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BAB IV 
ANGKUTAN MASSAL 

 
Pasal 7 

 
Pelayanan Angkutan Massal merupakan satu kesatuan dalam 
pelayanan Angkutan Perkotaan. 

 
Pasal 8 

 

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Angkutan 
Massal untuk memenuhi kebutuhan Angkutan orang 

dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan. 

(2) Angkutan Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus didukung dengan: 

a. Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal; 

b. Trayek Angkutan umum lain yang tidak berimpitan 

dengan Trayek Angkutan Massal; dan 

c. Angkutan pengumpan. 
 

Pasal 9 
 

(1) Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal sebagaimana  

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berupa Mobil Bus 
Besar. 

(2) Selain menggunakan Mobil Bus Besar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Angkutan Massal dapat 
menggunakan Bus Sedang. 

 
Pasal 10 

 
(1) Angkutan Pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 ayat (2) huruf c diselenggarakan dalam rangka 

menunjang layanan angkutan ke simpul Angkutan Massal 
terdekat. 

(2) Angkutan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan Trayek Angkutan Perkotaan. 
 

BAB V 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 11 
 

(1) Trayek Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Angkutan 
Pengumpan  dan Pemberhentian Bus disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

(2) Trayek sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan 
kebijakan Pemerintah Daerah. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 12 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 
 

 
        Ditetapkan di Martapura 
        pada tanggal 28 Desember 2023 

 
        BUPATI BANJAR, 

          
Ttd 

  

        SAIDI MANSYUR 
 
Diundangkan di Martapura 

pada tanggal 28 Desember 2023 
 

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 
 
 

  Ttd 
 

  MOKHAMAD HILMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 54 
 


